
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-Daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pe1J1erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndooesia 
T ahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4437) sebagainana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor '4723): 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

bahwa untuk meJaksanakan ketentuan pada Pasal 59, Pasal 65, 
Pasal 66, Pasal 67. Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 70, Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pertu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bekasi tentang Prosedur Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana. 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 
BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
PROSEDUR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

PASCA BENCANA 

NOMOR "~u!i 201; 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

- 

Mengingat 

Menimbang 



14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Kabupaten Bel<asi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi 
sebagaimana telah beberapakar. diubah terakhir dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 
tenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi 
Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi T ahun 2012 Norn or 8); 

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 14 T ahun 2011 tentang Petunjuk T eknis Tatacara 
Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola 
Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstrul<si Pasca Bencana 
Tahun 2011; 

13. Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Baral Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Penyetenggaraan Penanggutangan 
Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E); 

- 

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Baden 
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetttang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengetotaan Keuangan Oaerah; 

11. Peraturan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedornan Umum 
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana; 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 T ahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

8. 

Pe<alUran Psnennlall Nomor 38 Tahun 2007 tenlang 
Per,ibaglan Urusan Pemenntahan Amara Pemerintah, 
Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah 
KabupatenlKota (Lembaran Negara Rept.bfik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republil< 
Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 42, T ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

7, 



7. Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi. tsunami. 
gunung meletus. banjir, kek.eringan, angin topan, dan tanah longsor. 

9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi. gaga! modernisasi. 
epidemi, dan wabah penyakit. 

1 o. Bencana sosial adalah bencana yang diakibalkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristlwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konfflk sosial antar 
kelompol< atau antar komunttas masyarakat. dan tere<. 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Bekasi. 

2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupatl Bekasi. 

4. Sadan Penanggulangan Bencana Oaerah selanjutnya disebut SPBO adalah 
BPBD Kabupaten Bekasl sebagai Saluan Kerja Perangkat Daerah yang tugas 
pol<ok dan fungsinya menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten 
Bekasi. 

5. Kepala BPBO adalah Kepala BPSO, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris 
Oaerah. 

6. Kepala Pelaksana BPBO adalah Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBO 
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan 
tugas Kepala BPBO ~ari./iari. - 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PROSEOUR 
REHABIUTASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

17 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 146 Tahun 2007 ..,,t.,ng 
Mekanisme Penyusunan Produk HulWm Oaerah 
di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Serita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 NomO<' 148). 

16 ?walulall Oaerah Kabupaten Bel<ast Noo,or 3 Tahun 2010 
!eOtang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah 
Taht.wl 2005-2025 (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2010 Nomor 3); 



11 Pasca beucana adalah lahapan bencana setelah selesamya penyelenggaraan 
tanggap darura1 penanggulangan bencana yang dinyatakan oleh &pati. 

12. Rehabililasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca. bencana de<)gan 
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara waJaJ semua aspek 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

l3. Rekonstruksl adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, bail< pada tingkal pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan betkembangnya kegiatan 
perekonomian, SO$ial dan budaya, tegal<nya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 
peran serta masyarakat. 

14. Prosedur adalah rangkaian suatu tata kerja yang berurut dan spesifik. tahap demi 
tahap undal<.an yang harus dijalankan dengan cara yang ~ma agar selalu 
memperoleh hasil yang sama dari k.eadaan yang sama dalam rangka penyelesaian 
sesuatu tugas rehabilitasi dan rekonstruksi. 

15. Kegiatan rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang meliputl 
perbaikan lingkungan bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum. pembenan 
bantuan peroaikan rumah masyarakat, pemufihan sosial psikologis, pelayanan 
kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konffik, pemulihan SO$ial ekonomi budaya. 
pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan 
fungsi pelayanan publik. 

16. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah 
sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang 
mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. 

17. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, 
komponen rumah atau uang yang besamya ditetapkan beroasatkan hasil vernlkasi 
dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dlalami. 

18. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagamaria d1maksud 
diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhalikan ka111kter 
daerah dan budaya masyarakat, yang mekanlsme pelaksanamya dftetapkan 
melalui koordinasi BPBD. 

1.9. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang tetkena dampak 
bencana dalam rangka memulihkan kondlsi kesehatan masyarakat melalui 
perawatan lanjut korban yang sakit dan mengalami Iuka, menyediakan ooat­ 
obatan, menyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan 
paramedis, memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem 
rujukan. 

20. Pemulihan fungs, pemerintahan melalui mengaklifkan kembaTI pelaksanaan 
kegiatan tugas-tugas pemerlntahan, penyelamatan dan pengamanan dokumen­ 
dokumen Negara konsolidasi petugas pemerintahan. 

21. Pemulihan sosial ekonomi budaya dengan membantu rnasyarakat menghidupkan 
dan mengaktifllan kembab kegiatan sosial, ekonomi. dan budaya melalul layanan 
advokasi dan konselir,g, bantuan stimulan akttvitas dan pelatihan. 



(1) Ruang lingkup dalam prosedur ini adalah peran koordinasi dan mana,emen 
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

(2) Koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi pada tahaj> 
perencanaan. pelaksanaan serta pemantauan clan evaluasi rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

(1) Sasaran kelembagaan: 
a. Saluan kerja perangkat Oaerah (SKPO) Kabupaten Bekasi; 
b. Lembaga non pemerintah; 
c. Organisasi kemasyarakatan tennasuk organtsasl adat dan sosial keagamaan; 
d. Dunia usaha. 

(2) Sasaran operasional adalah pemerintah dan masyarakat di daerah bencana 
mampu melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik dan benar. 

(3) Sasaran substansial rehabir.tasi dan rekontruksi adalah: 
a. aspek kemanusiaan: soslal psikologis. pelayanan kesehatan. pendidlkan. 

rekonsiliasi dan resolusl konflik, keamanan dan ketertiban, pat1isipasi dan peran 
organisasi l\emasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; 

b. aspek perumahan dan pemukiman: perbaikan lingkungan daerah bencana, 
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 

c. aspek insfrastruktur. pembangunan jembatan. jalan. irigasi, telekornunikasi. 
listrik dan lai~lain; 

d. aspek lintas s~ktor: pembangunan kantor desa, kecamatan, kantor 
pemerintahan, kantor bank, lingkungan hidup dan lain-lain; 

e. aspek ekonomi: pemberian bantuan pupuk. bibit, pestislda, ooat-ooatan clan 
peralatan pertanian, bantuan temak. pakan, dan obal-obatan temak. bantuan 
modal, jaring, perahu, pelatihan/kursus; 

f. aspek sosial: pembangunan sekolah, madrasah. masjid, gereja, panti sosial, 
puskesmas. cagar budaya, dan lain-lain. 

Baglan Ketlga 
Ruang Llnglwp 

Pasal4 

Baglan Kedua 
Sasaran 
Pasal 3 

Prosedur penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk: 
a. Terwujudnya penyeJenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksl yang merupakan satu 

kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam 
perencanaan pembangunan daerah: 

b. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksl yang dilakukan dengan 
tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik <Ian benar; 

c. Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang rnernt,eril<an 
peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat temiasuk dunia usaha. 

BAB II 
TWUAH, SASARAN DAN RUANG UNGKUP 

Bagian Kesa11J 
Tujuan 
Pasal2 



Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah: 
a. Mendorong eksistensi dan efel<tivitas Ojle(asional BPBO beserta pemangku 

kepentingan lain serta kelompok masyarakat yang ter6bat dalam penanggulangan 
bencana: 

b. Mengacu pada dokumen perencanaan daerah serta peraturan perundang sistern 
perencanaan pembangunan daerah: 

c. Mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan; 

d. Mengacu pada rencana tala ruang wilayah Kabupaten: 
e. Menggunakan pendekatan SOS1SI budaya dan adat istiadat serta sumberdaya 

setempat; 
f. Mendoroog pemahaman maS-yarakat akan pengurangan resiko ber\cana dan 

menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana. 

Pasal7 

Kebijakan penyelenggaraan koordinasi dalam rangka Rehabilitas, dan Rekonstruksi 
pasca bencana meliputi; 
a. Koordinasi dilakukan oleh BPBO di tingkat Kabupaten; 
b. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan wewenang kementrian atau lembaga, 

SKPD dan alau institusi non pemerintah yang te~ibat, 
c. Menggunakan pendekatan kemandirian, sating melengkapi. dan kepemimpinan 

pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga non pemerinlah; 

d. Mengarah pada pencapaian efektivitas dan efisiensi sumberdaya. 

Baglan Kedua 

Kebijakan 

Pasal6 

BAB Ill 
PRINSIP OASAR. KEBIJAKAN, STRA TEGI OAN SASARAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Oasar 

Pasal5 

Prinslp dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstrukSi pasca bencana adalah: 
a Merupakan tanggungjawab Pemerintah Oaerah; 
b Membangun menjadi lebih baik yang terpadu dengan konsep pengura093.n r~l<o 

bencana dalam bentuk pengalol<asian dana minimal 10% dan dana rehabi1ilasi dan 
rekonstruksl; 

c. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan sepe<1i lansia, perempuan, anak dan 
penyandang cacat; 

d. Mengoptimalkan sumberdaya daerah; 
e. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat kebertanjutan program dan 

kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang bail<; 
r. Mengedepankan keadilan clan kesetaraan gender. 



(1) Perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi bertujuan untuk: 
a. membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak; 
b. menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pasca bencana yang disusun 

oleh pemerintah Kabupaten yang terl<ena bencana; 
c. menyesuaikan perencanaan yang d~akukan pemerintah daerah dengan 

RPJMO; 
d. memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan sehingga 

tidak tumpang tindih kegiatan. 

(2) Perencanaan rehabilitasi dan reltonstruksi menjadi dasar unbJk: 
a. terbentuknya saling pengertian antara Pemerintah daerah serta para pemangku 

kepentingan lainnya: 
b. pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan 

dokumen perencanaan daerah: 
c. penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip kehali-hatian 

dan akuntabilttas. 

(3) Penyelenggaraan rehabdttasi dan rekonstruksi memerfukan dokumen perencanaan 
yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstrul<si. 

(4) Penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan 
pada akhir masa tanggap clarorat clan masa pemulihan awal. 

BABIV 
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKOHTRUKSI 

Bagian Kasatu 
Perencanaan 

Pasal9 

l) Strategi kooro,nas, dllakukan dengan cara: 
a. perwujudan peran dan tanggungjawab Kepala BPBD set>agai pe!al<$3"" 

koordinas! d1 tingkap Kabupaten; 
b. peran aktif SKPO dalam hal-hal yang bersifat tekms. 

(2) Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah: 
a. pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat balk meliputi 

aspek fisik dan aspek pembangunan manusia; 
b. penentuan prioritas dan pengak)kasian sumberdaya secara mal<simal, 

komprehensif, clan partisipatif termasuk memasukan sumberdaya lokal, 
c. penyebarfuasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan rehabirrtasi dan 

rekonstruksi secara bertanggungjawab dan membuka kesempatan semua 
pemangku kepentingan untuk be1peran serta. 

(3) Sasaran kegiatan rehabilttasi adalah: 
a. kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghldupan yang terganggu 

akibat bencana; 
b. ekosistem atau tingkungan alam untuk mengembalikan fungsinya; 
c. sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana. 

Baglan Ketiga 
Strategi 
Pasa.18 



(1) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. 
(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan SKPO teknis te<kait. 
(3) Prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu pada dokumen Rencana Aksi. 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasa.113 

(1) Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Pemenntah Daerah 
-di Kabupalen. • 

(2) Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekonsuuksi harus 
mengacu pada standar teknis yang dttetapkan peraturan perundangan. 

(3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalarn rangka rehabilitasi dan 
rekonstruksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 12 

(1) Lembaga Penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rel<onstruksi adalah 
BPBD. 

(2) Oapat dibenluk lembaga kOOldinatif bila dipandang pertu yang bersifat sernentara 
yang fungsinya membantu BPBD dan ditetapkan dengan keputusan 6upati 

BABVI 
LEMBAGA PELAKSANA 

Pasal 11 

(1) Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabUitasi dan rekonstruksi adalah 
pada BPBO yang dlanggarkan APBD. 

(2) Sumber dana yang lain yang dapat digunakan adalah: 
a. Asuransi; 
b. Dana bantuan masyarakat. 

(3) Pemerlntah Kabupaten dapat meminta bantuan Pernecintah Propinsi dan 
Pemerinlah Pusat untuk pendanaan rehab~itasi dan rel<onstruksi. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal10 

(5) S...bstansi dan ,,,....a.a - RehabllotaSI dan Rekonstruksi me~puti aspek: 
a. Pembangunan mal1USla 

b. Pecumahan dan permul<Jman; 
c. lnsfraslrui<wr 
d. Perekonom1an; 
e. Sosial. 

(6) Ookumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonsuuksi dttetapkan dengan Surat 
Keputusan Bupati. 



- 

p. Hj. N 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal t , ;.,s-,io,J! ::?Ot3 

I iBUPATI BEKASI ~ 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan_ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pnal15 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Hal-llal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati mi, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan Kepala Pelaksana 
BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang,undangan 


